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ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki sikap yang konsisten dalam
menegakkan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum. Selain
terikat oleh hukum umum, mereka juga tunduk pada seperangkat peraturan khusus
yang dikenal sebagai hukum militer. Perilaku semua personel TNI diatur oleh
hukum militer, yang mencakup perilaku mereka terhadap atasan mereka. Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam hukum militer secara
khusus membahas masalah pertanggungjawaban bawahan kepada atasan ketika
perilaku mereka menyimpang dari pedoman yang ditentukan yang dikenal sebagai
santi aji, yang wajib dipatuhi oleh semua prajurit TNI. Pengaturan ini diuraikan
dalam bab IV buku kedua tentang kejahatan, yang berfokus pada pelanggaran
yang terkait dengan tugas dinas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
berbagai jenis kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dan menilai tanggung jawab hukum anggota TNI yang
terlibat dalam kejahatan tersebut. Analisis akan didasarkan pada Pasal 97 sampai
dengan 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Selain itu,
penelitian ini akan mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi Militer,
khususnya sebagai penyidik militer, dalam rangka menanggulangi terjadinya
tindak pidana insubordinasi di lingkungan militer.

Penelitian ini mengkaji atribut-atribut tindakan kriminal insubordinasi
yang dilakukan oleh anggota militer. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan
variabel-variabel yang mempengaruhi kejadian insubordinasi dan tanggung jawab
hukum dari mereka yang bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan teknik
hukum normatif, menggunakan pendekatan legislatif dan studi kasus untuk
menjelaskan penerapan penegakan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa insubordinasi sering kali muncul
sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perintah atasan, pemahaman tanggung
jawab yang tidak memadai, dan pengaruh psikologis. Tanggung jawab hukum
mencakup aspek prosedural sistem peradilan militer dan penerapan hukuman
sesuai dengan aturan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
wawasan kepada pemangku kepentingan terkait tentang peningkatan efektivitas
penegakan hukum dalam menangani kasus insubordinasi yang dilakukan oleh
personel Militer.

Kata Kunci : Tentara Nasinonal Indonesia, Militer, Insubordinasi
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ABSTRACT

The Indonesian National Army (TNI) has a consistent posture in
maintaining the law, as mandated by the legal framework. Furthermore, apart
from being bound by common law, they are also subject to a distinct set of
regulations known as military law. The conduct of all TNI personnel is governed
by military law, which includes their conduct towards their superiors. The
Military Criminal Code (KUHPM) within military law specifically addresses the
issue of subordinates' accountability to superiors when their behaviour deviates
from the prescribed guidelines known as santi aji, which all TNI soldiers are
obligated to follow. This regulation is outlined in chapter IV of the second book
on crimes, which focusses on service-related offences. This study aims to identify
the various types of insubordination crimes committed by members of the
Indonesian National Armed Forces (TNI) and assess the legal responsibility of
TNI members who engage in such crimes. The analysis will be based on Articles
97 to 109 of the Indonesian Military Criminal Code (KUHPM). Additionally, the
study will examine the measures taken by the Military Police, specifically as
military investigators, to mitigate the occurrence of insubordination crimes within
the military.

This research examines the attributes of criminal actions of insubordination
carried out by military members. The primary objective is to ascertain the
variables that impact the incidence of insubordination and the legal responsibility
of those responsible. The study used the normative legal technique, using a
legislative approach and case studies to elucidate the application of law
enforcement in specific instances.

The research findings suggest that insubordination often arises as a
consequence of discontentment with commands from superiors, inadequate
comprehension of responsibilities, and psychological influences. Legal
responsibility encompasses the procedural aspects of the military justice system
and the imposition of penalties in line with relevant rules. This research aims to
provide insights to relevant stakeholders on enhancing the efficacy of law
enforcement in addressing instances of insubordination perpetrated by Military
personnel.

Keywords: Indonesian National Army, Military, Insubordination
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